
WALIKOTA PEKALONGAN 

PRO VINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

NOMOR 37 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

NOMOR 95 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

Menimbang 	a. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan 

Nomor SE-2/ PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan 

Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka 

Men.dukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan Dampaknya, serta beberapa hal urgen 

lainnya yang membutuhkan pergeseran rekening belanja, 

maka perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap postur 

dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional 

pelaksanaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang 	Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 

Pekalongan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Kota 

Pekalongan Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat 	: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republi-k 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkunga'n 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
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Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil 

di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, (lain 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Pekalongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota 

Pekalongan Tahun 2020 Nomor 10); 

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

2. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/ PK/202.1 
tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Re 

Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/ PMK.07/ 2021 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-1) 

dan Dampaknya; 

4. Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kotia 

7 

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle



Pekalongan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telab 
diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 95 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggarari 

2021 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 

21); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 95 
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN 

TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 95 Tahun 2020 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 95), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 21), diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

Anggaran belanj a daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar, 

Rp1.002.850.364.000,00 (satu triliun dua milyar delapan ratus lima puluh juta.  

tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja operasi; 

b. Belanja modal; dan 
c. Belanja tidak terduga; 

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf 
direncanakan sebesar Rp822.986.453.800,00 (delapan ratus dua puluh dua 
milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh tige 

ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas: 
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a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasai 

c. Belanja hibah; dan 

d. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp442.279.217.200,00 (empat ratus empat puluh dua milyar dija 

ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp345.428.407.300,00 (tiga ratus empat puluh lima 

milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus 

rupiah). 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp33.990.033.300,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan 

puluh juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah). 

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
direncanakan sebesar Rp1.288.796.000,00 (satu milyar dua ratus delapan 

puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). 

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 20 

(1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

huruf c direncanakan sebesar Rp10.277.223.000,00 (sepuluh milyar dua 

ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang 

terdiri atas Belanja tidak terduga. 

(2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan 

sebesar Rp10.277.223.000,00 (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh tujuh 

juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah). 

4. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Walikota ini 

terdiri dan: 

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 

Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 
d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuari 

Sosial; 

e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan 

Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 
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f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja 
bagi hasil; 

g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, 

Objek,dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan 

Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 
i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 
Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota 

pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan 

Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 

Perbatasan Negara. 

5. Diantara ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal barn yaitu 

Pasal 30A, yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 30A 

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat pada: 

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan; 

b. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta 
Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja; 

c. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan pada Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

d. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan pada Badan 
Keuangan Daerah; 

6. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 31 

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalarn 
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 

satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan. 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 19 Juli 2021 

WALIKOTA-PEKALONGAN, 

AI  ACH1VI'A

o,

F
, 
 Z  RSLAN DJUNAID 
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